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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri  Sorong yang memeriksa dan mengadili  perkara-perkara

perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai

berikut dibawah ini dalam Permohonan: 

 

Nama : YULIUS MORIP

Tempat/Tgl Lahir : Tiom, 28 Juli 1970

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Nomor KTP : 9271052807700002

Nomor Hp : 0812-4843-5359

Pekerjaan : Petani/Berkebun

Alamat Email : -

Pendidikan : SLTA

Alamat : JI. TPU KM 10, RT.001/ RW.003. Kelurahan Malasilen, 

  Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat 

 Daya.

           Selanjutnya  disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara

yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis

tanggal 11 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register No 48/Pdt.P/2025/PN Son;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir

sendiri  di  persidangan,  dan  setelah  Pemohon  membacakan  permohonannya,

selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan perkara permohonannya secara

lisan  didepan  persidangan  dengan  alasan  karena  akan  melakukan  perubahan

permohonannya;

Menimbang,  bahwa pencabutan  permohonan  oleh  Pemohon  tersebut

beralasan  dan  tidak  bertentangan   dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  (vide

Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv) karena perrmohonan sifatnya exparte dimana hanya
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu pihak sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sesuai

dengan keinginan Pemohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan,

maka  diperintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Sorong  untuk  mencoret

perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang,  bahwa  perkara  permohonan  ini  adalah  untuk  kepentingan

Pemohon,  maka  biaya  perkara   dibebankan  kepada  Pemohon  yang  besarnya

sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan

Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk  mencabut  perkara  Perdata

Nomor: 48/Pdt.P/2025/PN Son;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk  mencoret

perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon sejumlah Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Lutfi

Tomu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga

diucapkan  oleh  Hakim  tersebut  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum

dengan didampingi oleh  Julian Key, S.H., sebagai Panitera Pengganti  Pengadilan

Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,       H a k i m,

          

                   

JULIAN KEY, S.H.                                           LUTFI TOMU, S  .  H  .  
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Rincian   biaya :  

- Biaya Pendaftaran Rp.   30.000,00

- Biaya Proses (ATK) Rp.   50.000,00

- PNBP Rp.   20.000,00

- Redaksi  Rp.   10.000,00

- Materai                                                 Rp.     10  .000,  00  

Jumlah:                                         Rp.  120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah)
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